
 
 

IMPLEMENTASI PASAL 25 PERATURAN DAERAH 

PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2014 

TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN  

SUMBER DAYA KELAUTAN  

DAN PERIKANAN 

(Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan  

Provinsi Lampung 

 

 
SKRIPSI 

 

Muhammad Gufron Juniansyah 

NPM. 1921020633 

 

 

Program Studi :Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) 

 

 
 

 

 

 

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1445 H/2024 M 

 



 

 
i 
 
 

IMPLEMENTASI PASAL 25 PERATURAN DAERAH 

PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2014 

TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN  

SUMBER DAYA KELAUTAN  

DAN PERIKANAN 

(Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan 

 Provinsi Lampung 

 
 

SKRIPSI 

 
Diajukan Untuk Melengapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  

Dalam Ilmu Syariah 

 

 

Oleh : 

Muhammad Gufron Juniansyah 

NPM : 1921020633 

 

 

 

Pembimbing 1  :  Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H. 

Pembimbing 2  : Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I, M.H.I 

 

 

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) 

 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

1445 H/2024 M 

 

 



 
 

 
ii 

 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 ṭ ط 16 - ا 1

 ẓ ظ b 17 ة 2

 ʿ ع t 18 ت 3

 g غ ṡ 19 ث 4

 f ف j 20 ج 5

 q ق ḥ 21 ح 6

 k ك kh 22 خ 7

 l ل d 23 د 8

 m م ż 24 ذ 9

 n ن r 25 ر 10

 w و z 26 ز 11

 h هـ s 27 س 12

 ' ء sy 28 ش 13

 y ي ṣ 29 ص 14

    ḍ ض 15

 

Vokal Pendek Vokal Panjang Diftong 

 kataba = كَـتتَََ

 su'ila = سُئِلََ

 yażhabu = يذَْهتََُ

 qāla = قبَلََ

 qīla = قيِْلََ

 yaqūlu = يقَوُْلَُ

 kaifa = كَيْفََ

 ḥaula = حَوْلََ

 

 

 



 
 

 
iii 

 
 

ABSTRAK 

 

 Letak Provinsi Lampung yang strategis membawa pengaruh 

yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Lampung salah satunya 

di Pulau Pasaran. Pulau yang terletak di wilayah Kelurahan Kota 

Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung ini 

memiliki banyak potensi yang harus dilestarikan untuk kelangsungan 

budidaya perikanan laut. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 

12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya 

Kelautan diciptakan guna untuk memberikan ruang pengaturan oleh 

Pemerintah Provinsi Lampung melalui pemanfaatan secara bijaksana, 

bertanggung jawab, adil, partisipatif, dan berkelanjutan terhadap 

sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan 

rakyat yang sebesar-besarnya, percepatan pembangunan daerah, dan 

kelangsungan makhluk hidup lainnya. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana 

penulis melakukan penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan dengan mencari data melalui survei langsung ke lapangan 

sehingga penulis bisa secara langsung melakukan observasi. Sifat 

penelitian ini adalah deskriptif analisi karena dianggap sesuai untuk 

pencarian suatu pemecahan masalah. Sumber data diperoleh secara 

primer, melalui wawancara dan observasi yang langsung dikumpulkan 

oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (interview) terhadap 

responden. Dan data sekunder yang berbentuk dokumen-dokumen 

resmi, peraturan daerah, undang-undang, jurnal ilmiah, skripsi dan 

buku-buku yang membahas tentang penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 25 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang 

Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di 

Pulau Pasaran oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 

sudah terlaksana dengan baik dengan adanya kegiatan pembinaan, 

penyuluhan maupun sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat yang 

tergabung dalam sektor perikanan di Pulau Pasaran dan Perspektif 

Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah 

Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi 

Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran 

sudah sejalan dengan kaidah Fiqh Siyasah dimana kebijakan yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 

dapat mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang, sehingga 
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konsep dan aturan yang berlaku sesuai dengan Fiqh Siyasah 

Tanfidziyah dan norma-norma hukum Islam. 

Kata kunci : Pulau Pasaran, Fiqh Siyasah, Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Lampung 
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ABSTRACT 

 

 The strategic location of Lampung Province has a 

considerable influence on the lives of the people of Lampung in 

coastal areas. One of them is Pulau Pasaran. The island which is 

located in the Teluk Lampung area and administratively included in 

the Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota 

Bandar Lampung, has a lot of potential that must be preserved for the 

continuity of marine fisheries cultivation, so that the community's 

economic activity can develop rapidly so that it has a significant 

impact with Increased community welfare. Lampung Province 

Regional Regulation Number 12 of 2014 concerning Optimization of 

the Utilization of Marine Resources was created in order to provide 

regulatory space by the Lampung Provincial Government through 

wise, responsible, fair, participatory, and sustainable use of marine 

and fisheries resources to realize the welfare of the people The 

amount, the acceleration of regional development, and the survival of 

other living things.  

 This type of research uses a qualitative method where the 

author conducts field research conducted by finding data through 

direct surveys to the field so that the author can directly make 

observations. The nature of this research is descriptive analyst 

because it is considered suitable for the search for a problem solving. 

Data sources are obtained primary, through interviews and 

observations that are directly collected by researchers sourced from 

questions (interviews) of respondents. And secondary data in the form 

of official documents, regional regulations, laws, scientific journals, 

thesis and books that discuss this research. 

 The results of the research show that the implementation of 

Article 25 Regional Regulation of Lampung Province Number 12 of 

2014 concerning Optimization of Utilization Marine and Fisheries 

Resources by the Lampung Province Maritime and Fisheries Office 

have been carried out well with the existence of coaching, counseling 

and socialization activities carried out on the community incorporated 

in the fisheries sector on the Pulau Pasaran and the Perspective of 

Fiqh Siyasah on the Implementation of Article 25 of the Provincial 

Regional Regulation Lampung Number 12 of 2014 concerning 

Optimization of the Utilization of Marine and Fisheries Resources on 

the Pulau Pasaran is in line with the rules of Fiqh Siyasah where the 
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policies implemented by the Lampung Province Maritime and 

Fisheries Office can bring benefit to many people, so that the concepts 

and rules in accordance with Fiqh Siyasah Tanfidziyah and norms of 

Islamic law. 

 

Keyword : Pulau Pasaran, Fiqh Siyasah, Lampung Province Maritime 

and Fisheries Office 
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MOTTO 

 

                       

                       

             
 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah  

memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.  

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar  

lagi Maha Melihat. 

(An-Nisa'/4:58) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah 

Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi 

Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Perspektif 

Fiqh Siyasah”  Maka dari itu agar tidak terjadi kesalahpahaman 

dari para pembaca, perlu diuraikan pengertian dari istilah judul 

tersebut sebagai berikut : 

1. Implementasi adalah penerapan gagasan dengan arti yang 

cukup luas. Implementasi adalah praktik mendasar untuk 

menerapkan strategi atau tujuan kegiatan apapun. Tujuan dari 

rencana implementasi adalah untuk menerapkan strategi  

dengan perencanaan yang sudah dianggap sempurna dan 

matang.
1
 

2. Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 

Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan yang berbunyi: 

a. Pembinaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam 

wilayah laut yurisdiksi Provinsi Lampung ditujukan 

kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya  

masyarakat, terutama masyarakat nelayan Provinsi, dan 

akselerasi pembangunan daerah Provinsi Lampung. 

b. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), PemerintahProvinsi Lampung melaksanakan 

pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan bagi 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia di 

Provinsi Lampung.
2 

3. Perspektif adalah cara pandang, pendapat, gagasan, ide, 

kaidah, atau buah pikir secara spesifik dalam menyimpulkan 

suatu fenomena tertentu yang akan dikaji. 

                                                             
1Anugerah Ayu Sendari, Implementasi adalah Pelaksanaan Tujuan, Pahami 

Pengertian dan Contohnya, Publik, 2021. 
2Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang 

Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  (2014): 1–10. 
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4. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara yang bernafaskan atau 

sejalan dengan ajaran Islam yang membicarakan penerapan 

hukum, kebijakan oleh pemegang kekuasaan, pengaturan 

maupun pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara.
3
 

ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang 

seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada 

umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan 

hukum, peraturan, dan kebijakan guna mewujudkan 

kemaslahatan bagi manusia.  

 Berdasarkan beberapa uraian istilah yang terdapat dalam judul 

diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah 

“Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Perspektif Fiqh Siyasah” 

yang bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Lampung dalam menjalankan tugasnya. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

  Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (Archipelagic 

State),artinya negara yang sebagian besar wilayahnya dilalui 

perairan yang luas serta terdapat gugusan pulau-pulau besar 

maupum kecil. Sedangkan menurut UNCLOS ( United Nations 

Convention On The Law Of  The Sea) negara kepulauan adalah 

suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan 

kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sebagai salah 

satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia adalah salah 

satu negara yang menerima persetujuan dari PBB (Persatuan 

Bangsa-Bangsa) sebagai negara kepulauan dalam Konvensi 

Hukum Laut pada tahun 1982.
4
 Memiliki luas laut sekitar 7,6 juta 

km dan terdapat kurang lebih 17.504 pulau, Indonesia memiliki 

potensi kekayaan laut yang amat melimpah,kekayaan tersebut 

bisa dilihat dengan adanya 8.500 spesies ikan,555 spesies rumput 

laut dan 950 biota terumbu karang. Hal ini menjadi tantangan 

                                                             
3Nur Ahmad Fadhil Lubis, Islamic Encyclopedia, (Malang: PT Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 1993), 73. 
4M-30, «Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan 

Indonesia di Natuna», Publik, 2020. 
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tersendiri bagi pemerintah  maupun masyarakat untuk ikut andil 

dalam mengelola dan menjaga potensi kekayaan maritim di 

wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
5
Sebagai salah 

satu Daerah yang hampir seluruh wilayahnya dilintasi garis 

pantai dengan panjang 1.105 km, dan terdapat 69 pulau-pulau 

kecil, Provinsi Lampung memiliki banyak potensi yang harus 

dilestarikan untuk kelangsungan budidaya  perikanan laut yang 

salah satunya terdapat di Pulau Pasaran. Pulau Pasaran adalah 

sebuah pulau yang terletak di area Teluk Lampung dan secara 

administratif masuk dalam wilayah Kelurahan Kota Karang, 

Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Dengan 

luas sekitar 12 hektar, sebagian besar warganya bermata 

pencaharian sebagai Nelayan dan terdapat sekitar 50 pengolah 

ikan asin sehingga dapat menghasilkan 4 sampai 8 ton ikan asin 

tiap harinya serta memasok kebutuhan ikan asin secara nasional.
6
 

Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah 

Provinsi Lampung dalam mengelola potensi yang ada di Pulau 

Pasaran agar terus berperan dalam perekonomian baik secara 

regional maupun nasional.
7
 

  Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan 

Teluk Lampung yang dilakukan oleh nelayan setempat belum 

terlalu optimal, karena sarana dan prasarana pendukung dirasa 

belum tercukupi, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah 

satu penghambat pemanfaatan sumber daya kelautan dan 

perikanan yang ada di Pulau Pasaran. Fasilitas sarana dan 

prasarana dasar sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat 

untuk mendukung keberhasilan sektor usaha serta kelancaran 

produksi dan distribusi barang dan jasa ke wilayah pesisir.
8
 

                                                             
5Amiek Soemarmi et al., “Pengertian „Negara Kepulauan‟ Dalam Negara 

Kepulauan Indonesia Berasal Pengertian Nusantara.,” Jilid 48, No. 3 (Juli 2019): 

2042. 
6Mahrus Ali, “Potensi Wisata Bahari Pulau Pasaran Bandar Lampung,” 

Prosiding Seminar Nasional Swasembada Pangan, (April2015): 570. 
7Patel, “Studi Keberadaan IkanAsin,” (2017):3. 
8Georgius Panji, Indarja, and Amiek Soemarmi, “Tugas Dan Wewenang 

Dinas Kelautan Perikanan Dalam Pengelolaan Usaha Perikanan Di Provinsi 
Lampung,” Diponegoro Law JournalVol 5, no. 3 (2016): 11, 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12584. 
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Kemudian, permasalahan berikutnya yaitu adanya pencemaran 

serta kerusakan lingkungan laut sehingga kualitas dan kuantitas 

tangkapan ikan berkurang yang menyebabkan para nelayan harus 

mencari ikan lebih jauh hingga ke perairan sekitar Gunung 

Krakatau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

peran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam 

mengimplementasikan pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi 

Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang 

berbunyi :  

1. Pembinaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam 

wilayah laut yurisdiksi Provinsi Lampung ditujukan kepada 

tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, 

terutama masyarakat nelayan Provinsi, dan akselerasi 

pembangunan daerah Provinsi Lampung. 

2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan pemanfaatan 

sumber daya kelautan dan perikanan bagi kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat Indonesia di Provinsi Lampung.  

 Melihat potensi sumber daya perikanan di Pulau Pasaran yang 

cukup menjanjikan, namun masih diselimuti berbagai macam 

persoalan maka harus ada langkah-langkah konkrit dari semua 

stakeholder  yang bersangkutan untuk mengatasi masalah di atas 

untuk menggenjot produksi dan distribusi perikanan yang 

berkelanjutan di Pulau Pasaran tersebut.
9
Islam menjelaskan 

dalam Al-Qurán bahwa betapa pentingnya menjaga kelestarian 

dan keseimbangan alam maupun lautan sebagaimana yang tertera 

pada QS. An-Nahl ayat 14 yang berbunyi : 

 

 

 

                                                             
9Muhimmatus Sa’adah, “Strategi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya 

Perikanan Dan Kelautan Daerah,” Jurnal Administrasi Publik Vol 1, no. 8 (October 
2013), 

http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/251. 
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 “Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat 

memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) 

kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) 

melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari 

sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.” 

 

 Makna dari surat An-Nahl ayat 14 tersebut menurut 

Kementerian Agama RI dan Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-

sa'idi yaitu hal ini dimaksudkan agar kamu dapat menangkap 

ikan-ikannya dan memakan daging yang segar darinya, dan dari 

lautan itu pula kamu dapat mengeluarkan benda-benda yang 

bernilai tinggi, seperti mutiara, permata, dan semacamnya untuk 

menjadi perhiasan yang kamu pakai. kamu serta 

memanfaatkannya sesuai tujuan penciptaannya.
10

 

 Allah SWT telah memberikan bagi hamba hamba-Nya hal hal 

yang menjadi kemaslahatan dan kepentingan mereka, melebihi 

apa yang mereka cari dan lebih tinggi daripada sesuatu yang 

mereka harapkan. Wacana fiqh siyasah yang mengenai kekuasaan 

eksekutif atau tanfidziyah yang bertugas melaksanakan undang-

undang serta kebijakan pemerintah yang menghasilkan 

kemaslahatan umat  terkandung dalam Al-Qur’an dan sunnah 

Nabi, dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam 

meliputi; pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk 

menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat 

Islam.  

 Jadi, dalam siyasah tanfidziyah pemerintah memegang peran 

penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur 

rakyatnya sejahtera melalui undang-undang. Dari uraian di atas, 

dapat ditemukan permasalahan terkait dengan “Implementasi 

                                                             
10Kementerian Agama RI, «Q.S An-Nahl (16) ayat 14», s.d. 
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Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 

Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber 

Daya Kelautan dan Perikanan Menurut Fiqh Siyasah. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di 

atas, maka fokus kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam 

lingkup Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi 

Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam 

Perspektif Fiqh Siyasah di Pulau Pasaran. 

2. Sub Fokus Penelitian 

Dengan demikian ini yang menjadi subfokus dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 12 Tahun 2014Tentang Optimalisasi Pemanfaatan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran. 

b. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 25 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 

2014Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi 

Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau 

Pasaran? 

2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi 

Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 

Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran ? 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Implementasi Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan 

Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 

2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran. 

2. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah terhadap 

Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di PulauPasaran. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 1. Secara teoritis  

  Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat Pulau 

Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung 

Timur, Kota Bandar Lampung guna untuk memperluas 

khazanah ilmu pengetahuan dalam menyempurnakan 

teoriyang sudah ada sebelumnya. 

 2. Secara praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

penulis sendiri serta Seluruh pihak-pihak yang terkait dalam 

hal ini baik masyarakat, pemerintah maupun Penegak hukum 

tentang impelementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 

 

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan 

1. Skripsi oleh Effendi (2019) UIN Raden Intan Lampung yang 

berjudul “Upaya Kelompok Nelayan Welas Asih Dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Anggota Di Pulau Pasaran, Kel. 

Kota Karang, Kec.Teluk Betung Timur, Kota Bandar 

Lampung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya 

kelompok dalam pemberdayaan ekonomi anggota. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan 

temuan sebagai berikut: untuk mengembangkan potensi 
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nelayan di bidang pengolahan ikan asin teri, dilakukan dengan 

pembentukan kelompok. Dalam proses, ada beberapa tahapan 

yaitu: sosialisasi oleh Bank Indonesia, pembentukan 

kelompok ini merupakan syarat penting dalam penerimaan 

bantuan dan fasilitas dari Bank Indonesia, proses 

pemberdayaan guna memberikan permodalan serta 

pengetahuan, skill serta pelatihan-pelatihan yang dilakukan 

oleh kelompok nelayan welas asih serta evaluasi dan 

monitoring dilakukan untuk mengetahui adanya perubahan 

serta memperbaiki kesalahan yang ada serta pemantauan guna 

tetap berlanjutnya suatu program. Hasil penelitian ini adalah 

menunjukan bahwa upaya kelompok nelayan welas asih 

dalam pemberdayaan ekonomi anggota cukup berhasil dengan 

melihat hasil dari peningkatan pendapatan dari setiap 

anggota.
11

 

 Persamaan antarkeduanya yaitu objek yang dibahas 

berfokus pada permasalahan yang ada di Pulau Pasaran. 

Sedangkan perbedaannya yaitu, skripsi oleh saudara Effendi 

di atas membahas tentang Upaya Kelompok Nelayan Welas 

Asih Dalam Pemberdayaan Ekonomi, sedangkan penelitian ini 

membahas tentang Implementasi Perda Provinsi Lampung 

Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan 

dan Perikanan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. 

2. Skripsi oleh Ardian Nur (2020) UIN Raden Intan Lampung 

yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas 

Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat Dalam 

Meningkatkan Penghasilan Nelayan Tradisional Di 

Kecamatan Pesisir Tengah” Permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini ada dua yaitu bagaimana peran Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan 

penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah 

dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam 

                                                             
11Effendi, “Upaya Kelompok Nelayan Welas Asih Dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Anggota Di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk 
Betung Timur Kota Bandar Lampung,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, 2019), https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78. 
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meningkatkan penghasilan nelayan tradisional di Kecamatan 

Pesisir Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

dengan menggunakan data primer dan data sekunder. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

kualitatif.
12

 

 Persamaan keduanya adalah membahas mengenai peran 

Dinas Kelautan dan Perikanan daerah dalam menjalankan 

tugasnya serta memilih Fiqh Siyasah sebagai landasan teori 

nya. Sedangkan perbedaannya yaitu, skripsi oleh saudara 

Ardian Nur membahas tentang Analisis Fiqh Siyasah 

Terhadap Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Pesisir Barat Dalam Meningkatkan Penghasilan Nelayan 

Tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah, sedangkan 

penelitian ini membahas tentang Implementasi Perda Provinsi 

Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi 

Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Menurut 

Perspektif Fiqh Siyasah. 

3. Skripsi oleh Enggla Novia Gusyani (2019) Universitas 

Andalas yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan oleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah 

dilaksanakan dengan menghadapi beberapa kendala yakni 

kurangnya jumlah SDM dalam mengimplementasi perda ini, 

kemudian sarana dan prasarana belum mencukupi yakni 

kurangnya jumlah unit kapal, yang ada untuk melakukan 

pengawasan perairan dan perikanan dalam pelaksanaan perda 

ini. komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kelautan dan 

                                                             
12Ardian Nur, “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Klautan Dan 

Perikanan Kabupaten Pesisir Barat Dalam Meningkatkan Penghasilan Nelayan 
Tradisional Di Kecamatan Pesisir Tengah” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 

2020). 
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Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan mitra kerja yakni 

TNI AL dan Polisi Perairan sudah sangat baik dalam 

melaksanakan pengawasan penangkapan ikan.
13

 

 Persamaannya adalaah kedua penelitian tersebut 

membahas tentang implementasi atau penerapan suatu 

Peraturan Daerah tentang pengelolaan sumberdaya perikanan. 

Sedangkan perbedaanya yaitu, skripsi oleh Enggla Novia 

Gusyani membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan sedangkan 

penelitian ini membahas tentang Implementasi Perda Provinsi 

Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi 

Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Menurut 

Perspektif Fiqh Siyasah. 

4. Jurnal oleh Debi Hardian, Indra Gumay Febryano, Supono, 

Abdullah Aman Damai, dan Gunardi Djoko Winarno (2021) 

yang berjudul “Pelarangan Cantrang: Strategi 

Pengembangan Keberlanjutan Sumberdaya Ikan di Teluk 

Lampung”. Tujuan  penelitian adalah  untuk  menganalisis  

strategi  pengembangan  implementasi  kebijakan pelarangan  

alat  tangkap cantrang  di  Teluk  Lampung.  Pengumpulan  

data  dilakukan dengan  wawancara,  observasi  dan  studi 

dokumentasi.  Data  yang  terkumpul  selanjutnya  dianalisis  

kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman menggunakan 

Analisis SWOT untuk strategi pengembangan implementasi 

kebijakannya. Hasil penelitian menunjukkan  strategi  yang  

terpilih  adalah  strategi  yang  memanfaatkan  kekuatan  

dengan  mengurangi ancaman yang ada. Strategi ini 

mendukung strategi diversifikasi melalui peningkatan 

                                                             
 13Enggla Novia Gusyani, «Implementasi Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan 
Sumberdaya Ikan», Diploma Tesis, Universitas Andalas, 2019, 2-4, 

Http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/49006. 
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kepatuhan nelayan dalam penggunaan alat tangkap ikan dan 

peningkatan lapangan kerja.
14

 

 Persamaan kedua penelitian tersebut berfokus pada peran 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam 

mengelola dan menjaga keutuhan sumberdaya perikanan di 

Provinsi Lampung. Sedangkan perbedannya adalah jurnal oleh 

Debi Hardian, Indra Gumay Febryano, Supono, Abdullah 

Aman Damai, dan Gunardi Djoko Winarno (2021) membahas 

tentang Pelarangan Cantrang: Strategi Pengembangan 

Berkelanjutan Sumberdaya Perikanan di Teluk Lampung, 

sedangkan penelitian ini membahas tentang Implementasi 

Perda Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang 

Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. 

5. Jurnal oleh Siti Hajar Sitorus, Mukhamad Fatkhullah, Rifda 

Julastri (2022) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan; 

Peran Dan Kontribusi Dinas Perikanan Dan Kelautan 

Kabupaten Rokan Hilir”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peran dan kontribusi Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dalam pemberdayaan 

melalui kebijakan dan program kerja pada kurun waktu 2016-

2018. hasil penelitan menunjukkan bahwa dari 10 program 

dan 61 kegiatan, peran Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Rokan Hilir dalam pemberdayaan masyarakat 

dapat dilihat melalui: (1) Program Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Pesisir, (2) Program Peningkatan Budaya 

Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat, (3) 

Program Pengembangan Budidaya Perikanan, (4) Program 

Pengembangan Perikanan Tangkap serta, (5) Program 

                                                             
 14Debi Hardian et al., «Pelarangan Cantrang: Strategi Pengembangan 

Keberlanjutan Sumberdaya Ikan Di Teluk Lampung», Journal of Tropical Marine 

Science 3, núm. 1 (2020): 21-27, https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v3i1.1734. 
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Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi 

Perikanan.
15

 

 Persamaan keduanya yaitu, berisi tentang peran Dinas 

Kelautan dan Perikanan daerah setempat dalam memenuhi 

tugas dan kewajibannya. Sedangkan perbedaannya yaitu, 

jurnal oleh Siti Hajar Sitorus, Mukhamad Fatkhullah, Rifda 

Julastri membahas tentang Pemberdayaan Masyarakat 

Nelayan; Peran Dan Kontribusi Dinas Perikanan Dan 

Kelautan Kabupaten Rokan Hilir sedangkan penelitian ini 

membahas tentang Implementasi Perda Provinsi Lampung 

Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Menurut Perspektif 

Fiqh Siyasah. 

 

H. Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar 

memperoleh hasil  penelitian yang lengkap dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dan untuk mengumpulkan data tersebut 

penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Jenis dan sifat Penelitian. 

 a. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah termasuk field research atau penelitian 

lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari 

data melalui survei langsung ke lapangan sehingga penulis 

bisa secara langsung melakukan observasi atau pengamatan 

di lokasi tersebut.
16

 

 Penelitian kualitatif ini sifatnya hanya menggambarkan 

serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan 

hipotesis, Metode ini juga mengangkat fakta, keadaan, 

                                                             
 15Yasrizal Yasrizal, «Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Dan Modern 

Di Kabupaten Aceh Selatan», Jurnal Perikanan Tropis 4, núm. 1 (2017): 23, 

https://doi.org/10.35308/jpt.v4i1.53. 
16Maros; Fadlun; Dkk, “Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode 

Kualitatif,” Penelitian Lapangan, (2016), 7. 
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variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi Ketika 

penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya.
17

 

  b. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu 

metode penelitian yang menggambarkan karakteristik 

populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini 

bersifat deskriptif karena dianggap sesuai untuk pencarian 

suatu pemecahan masalah. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam skripsi ini terbagi menjadi dua sumber 

yaitu data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya akan 

diuraikan tentang sumber data tersebut : 

a. Data Primer 

  Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh 

peneliti di lapangan melalui responden.
18

 Data primer 

diperoleh melalui wawancara dan observasi yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan 

(interview) terhadap informan yang memahami terkait 

persoalan penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

  Data sekunder merupakan berbagai informasi yang 

telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan 

untuk digunakan melengkapi kebutuhan data penelitian, data 

yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, peraturan 

daerah, undang-undang, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang 

membahas tentang penelitian ini.
19

 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

  Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek 

pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang 

                                                             
17Ali Zainudin, "Metodologi Penelitian Zai", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 

107. 

 18Syafnidawaty, «Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder», Universitas 
Raharja, 2020, 1-2. 

19Ibid. 
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akan diamati/diteliti.
20

 Populasi dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 111 orang  Pimpinan maupun staf yang Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta 

masyarakat Pulau Pasaran yang berjumlah 1.123 jiwa. 

b. Sampel  

 Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang 

dijadikan subyek penelitian sebagai"wakil" dari para 

anggota populasi
21

. Untuk lebih jelasnya non random 

sampling yang penulis gunakan adalah purvosive sampling 

yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri 

atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya. 

Berdasarkan pengertian di atas, sehingga populasi yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini terdapat 8 

narasumber yang terdiri dari: 1 Pengelola Produksi 

Perikanan Tangkap Ahli Muda Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Lampung, dan 7 masyarakat Pulau 

Pasaran yang terdiri dari 2 Ketua RT, 2 Pengolah Ikan Teri 

sekaligus Ketua Kelompok Nelayan, 1 Pengolah Kerang 

Hijau dan 2 Buruh Penyortir Ikan Teri. 

 

4. Pengumpulan Data 

          Dalam melakukan pengumpulan data untuk dapat 

menghasilkan data penelitian yang diperlukan, peneliti 

menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu: 

a. Wawancara 

  Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) 

adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan 

sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui 

komunikasi secara langsung. Dapat pula dikatakan bahwa 

wawancara merupakan percakapan tatap muka antara 

pewawancara dengan sumber informasi dimana 

                                                             
 20Tjutju Soendari, «Metode Penelitian pendidikan Deskriptif», Metode 

Penelitian Deskriptif, 2012, hal 1-26. 
21Ibid. 
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pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang 

diteliti dan telah dirancang sebelumnya.
22

 Dalam hal ini 

peneliti akan menghubungi dan mendatangi secara langsung 

dengan responden  atau informan sebanyak mungkin dari 

berbagai sumber yang akan memberikan informasi yang 

betul-betul dapat dipercaya. 

b. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan pencarian, penyelidikan, 

pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian, dan 

penyediaan dokumen terkait dengan suatu hal. Artinya, 

dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 

menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan 

bukti yang akurat dari pengumpulan dan pencatatan sumber-

sumber informasi khusus dari karangan, tulisan, wasiat, 

buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data kemudian di telaah 

dalam sebuah penelitian. 

5. Metode Pengolahan Data 

 Pada jenis penelitian kualitatif ini, data harus sesuai 

dengan keabsahan data. Pengolahan data dalam penelitian 

kualitatif juga dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan 

menguraikan data dalam bentuk deskripsi atau kalimat yang 

benar, teratur, cermat, beruntun, logis, dan efektif. Pengolahan 

data pada penelitian ini terdiri dari: 

a. Editing dilakukan setelah menghimpun data di lapangan 

karena terkadang masih adanya data yang terlewatkan dan 

belum terpenuhi harapan peneliti.  

b. Classifying agar penelitian lebih sistematis maka peneliti 

melakukan klasifikasi dari hasil wawancara berdasarkan 

kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan 

masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat 

informasi yang dibutuhkan. 

c. Verifikasi tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan 

dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari 

                                                             
22Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian 

Gabungan", (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 372. 
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penelitian. Verifikasi dilakukan dengan cara mencocokan 

dan mendengarkan hasil wawancara yang dilakukan 

sebelumnya dalam bentuk tulisan hasil dari wawancara. 

6. Analisis Data  

 Dalam menganalisa data penelitian ini digunakan metode 

analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden 

secara tertulis atau lisan. Dari hasil analisa tersebut dapat 

diketahui serta diperoleh kesimpulandenganteknikinduktif, yaitu 

cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang 

didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khususdalam 

memberikan penjelasan mengenai Implementasi Pasal 25 

Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 

Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, secara sistematika 

pembahasan tersebut adalah sebagai berikut : 

Bab satu berisi pendahuluan tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub fokuspenelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu 

yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan 

teoritis mengenai fiqhsiyasah dan ruanglingkupnya, 

peraturandaerah, dan sumberdayakelautan dan perikanan. 

Bab tiga berisi tentang laporan hasil penelitian yang 

membahas tentang gambaran umum objek serta penyajian fakta 

dan data berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, visimisi, 

dan strukturorganisasi Lembaga. 

Bab empat membahas tentang analisis data berupa temuan 

penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi 

Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Menurut 



 

 
17 

Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Lampung)”. 

Bab lima sebagai penutup yang membahas kesimpulan yang 

berisi inti dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi sebagai 

saran yang diperlukan untuk kedepannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pulau Pasaran oleh 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sudah 

terlaksana dengan baik dengan adanya kegiatan pembinaan, 

penyuluhan maupun sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat 

yang tergabung dalam sektor perikanan di Pulau Pasaran. 

2. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 25 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 

Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan di Pulau Pasaran sudah sejalan dengan kaidah Fiqh 

Siyasah dimana kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dapat mendatangkan 

kemaslahatan bagi banyak orang, sehingga konsep dan aturan 

yang berlaku sesuai dengan Fiqh Siyasah Tanfidziyah dan 

norma-norma hukum Islam. 

 

B. Rekomendasi  

 

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka peneliti akan 

memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung untuk 

lebih meningkatkan kinerja dan program kerja serta koordinasi 

terhadap masyarakat Pulau Pasaran guna mendukung 

optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan 

agar berkelanjutan. 

2. Bagi masyarakat Pulau Pasaran untuk turut aktif berpartisipasi 

dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan 

sumber daya kelautan dan perikanan yang tersedia guna 

meningkatkan kesejahteraan bersama. 
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